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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 

(UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersedian guna 

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan 

narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika1. 

 Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya atau NAPZA yang biasa 

disebut Narkotika merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan dalam 

bidang pengobatan. Akan tetapi kalau dipergunakan tanpa pengawasan dapat 

menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan 

pemakainya. Penyalahgunaan narkotika pada akhir-akhir ini semakin hari 

semakin meningkat. Dapat kita amati dari berita–berita baik dari media 

elektronik maupun media cetak yang memberitakan tentang penangkapan 

para pelaku yang menyalahgunakan narkotika oleh para aparat keamanan.2   

 Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari 

aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya 

melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang 

dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan 

narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan 

ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang 

menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada 

                                                             
 1Mediya Rafeldi, 2016,Undang-undang Tentang  Narkotika Psikotropika, Alika, Jakarta, 

hlm  68 
 2Dadang  Hawari, 2016, Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, 

& Zat Adiktif), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.17 
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rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi 

muda.  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari 

peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari 

Cina, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang dikenal 

dengan istilah segitiga emas (Cina, Thailand dan Singapurs). Peredaran gelap 

narkotika ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang 

memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara3    

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika marak terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan 

Penyalahgunaan Narkotika tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna 

narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang 

yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir (current users) 

pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada 

sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau 

pernah pakai narkotika pada tahun 2014. Angka tersebut terus 

meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan 

jumlah pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2016. 

Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu 

dan ekstasi.Jenis narkotika tersebut sangat terkenal bagi 

Pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga.Sebagian besar 

penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada 

kelompok pekerja.Alasan penggunakan narkotika karena pekerjaan 

yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman 

kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika 

pada kelompok pekerja. 4 

 

 Kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun meningkat pesat. Kota-kota 

besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran 

narkotika, namun seiring perkembangan waktu, indonesia sudah merupakan 

                                                             
      3Ibid, hlm.17 

 4Romli Atmasasmita, 2007, Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem 

Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 6-7 
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pasar peredaran narkotika. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan 

mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi 

muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di 

masa depan.5   

 Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif lainnya 

yang dikategorikan sebagai tindak pidana, karena akibat yang ditimbulkan 

sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan 

lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh 

adanya penyalahgunaan narkotika yang cukup fatal terutama terhadap masa 

depan bangsa dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan 

sikap untuk memeranginya, karena bahaya narkotika dapat menghancurkan 

peradaban manusia.   

Tindak pidana narkotika akan berpengaruh negatif, baik pada fisik dan 

psikhis pengguna, juga pada kehidupan sosial ekonomi, individu, 

keluarga, masyarakat, bahkan negara. Misalnya gagal dalam studi, 

gagal dalam karier, kematian, kriminalitas, seks bebas yang berujung 

pada penyakit HIV/AIDS, yang merupakan bagian dari akibat yang 

muncul dari penyalahgunaan narkotika. Akibat yang lebih besar dari 

semua itu adalah hancurnya generasi muda yang berfungsi sebagai 

penerus perjuangan bangsa, karena penyalah gunaan narkotika saat ini 

kebanyakan dilakukan oleh mereka yang berusia muda.6  

 

 

 Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak 

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara 

                                                             
 5Prini Utami, dkk, 2016, Katakan Tidak pada Narkoba,  Sarana Penunjang 

Pendidikan, Bandung, hlm.57 
  6 Azis Syamsudin, 2016, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 89.  
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bersama–sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine 

yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.7   

 Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang 

telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang 

tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu 

mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan 

moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi 

generasi penerus bangsa.  Bertolak dari  kasus yang ada nampak bahwa 

masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di provinsi Sumatera 

Selatan  ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan  yang harus  

mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa  menyebabkan 

rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran 

narkotika harus  lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien 

mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim 

dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan  narkotika harus 

tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat  

berakibat, maupun preventif,  artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam 

menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran  bagi  

calon pelaku lainnya. Adapun data  pengungkapan kasus Narkotika  tahun 

2015–2017 seperti pada tabel 1 sebagai berikut :  

 

 

                                                             
  7 Andi Hamzah, 2007, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta,   hlm 67. 
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Tabel 1 

Data Kasus Narkotika 

Tahun 2015 – Tahun 2017 di Polda Sumsel 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah  Tindak Pidana Narkotika 

di Polda Sumsel 

1 2015 118 

2 2016 377 

3 2017 445 

Jumlah 940 
              Sumber : Dit  Reserse Narkotika Polda Sumsel 

 Dari tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa  pengungkapan 

kasus  narkotika yang paling banyak adalah  Polda  Sumsel pada tahun 

2017. Pada tahun 2016, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika mencapai 377 kasus. Selanjutnya penyelesaian kasus Narkotika 

dari tahun 2011 – tahun 2016 seperti pada tabel 2  sebagai berikut  

Tabel 2 

Data Penyelesaian  Kasus Narkotika 

Tahun 2015 – Tahun 2017 

 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah  Tindak Pidana Narkotika 

di Polda Sumsel 

1 2015 8 

2 2016 10 

3 2017 12 

Jumlah 30 
           Sumber :  Dit Reserse  Narkotika  Polda Sumsel 

 Sumsel  telah menjadi kawasan paling  rawan saat ini untuk 

peredaran narkotika, dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah 

menjadi gudang narkotika. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya 

sejumlah  bandar narkotika yang berdomisili di Palembang oleh Polisi, 

bahkan  tertangkapnya warga Pribumi dan Luar kota yang  mengedarkan 

narkotika masuk  melalui kendaraan travel-travel daerah. Hasil 
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penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyebutkan bahwa  

khususnya Sumsel telah menjadi daerah transit, modus operandinya 

melalui kurir narkotika dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel 

berbagai daerah.  

 Bertolak dari upaya badan –badan Internasional dalam mencegah 

dan upaya membrantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional 

tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen 

pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan 

penyalahgunaan narkotika dan  psikotropika. Berbagai cara atau strategi 

telah dirancang untuk mencegah dan membrantas kejahatan narkotika 

yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan 

suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk 

mencegah kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan 

narkotika8 

 Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan 

dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 

tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat 

dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam 

kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan 

oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau 

deterrent effect terhadap para pelakunya. Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul 

                                                             
  8 Ibid 
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“KEBIJAKAN  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  POLDA SUMATERA 

SELATAN”. 

 

B. Permasalahan 

                 Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

Permasalahan yang di ambil dalam penullisan  ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?  

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda 

Sumatera Selatan? 

 

C.  Ruang Lingkup  

 Agar penulisan tesis  ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka 

penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan 

pada Undang–undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  dan peraturan 

yang terkait lainnya merupakan instrument dalam menyelesaikan masalah 

kejahatan penyalahgunaan narkotika, karena di dalam tujuan 

pembentukannya untuk mengatur penggunaan narkotika yakni untuk 

pengobatan dan pendidikan atau penelitian serta digunakan untuk 

menanggulangi dan pemberantasan  tindak pidana narkotika. Bertolak dari 

hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan 

tersebut di perlukan batasan–batasan sehingga di perlukan ruang lingkup 

masalah.   
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 Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup 

penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk 

mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk 

mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang 

akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan 

dibatasi pada kebijakan  penanggulangan tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Dalam permasalahan yang kedua 

akan dibahas khususnya hambatan-hambatan yang dialami dalam 

melaksanakan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polda Sumatera Selatan.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                       Maksud dan tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis kebijakan  penanggulangan tindak pidana 

narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. 

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda 

Sumatera Selatan. 

 

E. Kerangka Teori  dan Konsepsional 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-

undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya 

ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan 

hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana 



9 

 

dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ 

operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : 9 

1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap 

perumusan/penyusunan hukum pidana; 

2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum 

pidana; 

3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan 

hukum pidana. 

 

              Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem 

hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap 

masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari 

peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur 

hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. 10 

  Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum 

pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan : 11 

1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 

diubah atau diperbaharui; 

2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana; 

3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus  dilaksanakan.       

               

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan 

proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, 

kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ 

funsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal 

                                                             
 9 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm : 23-24. 
 10Aloysius Wisnubroto, 2009, Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,  

hlm. 12  
 11 Ibid, hlm.14 
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(hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya 

kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan : 12 

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan 

dengan hukum pidana; 

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan 

kondisi masyarakat; 

c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat 

dengan hukum pidana; 

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur 

masyarakat dalam rangka   mencapai tujuan yang lebih besar. 

 

                Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat 

peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari 

suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum 

pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang 

terdiri atas tiga tahap, yakni : 13 

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); 

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). 

               Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di 

dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan 

legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan 

perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan 

pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan 

hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat 

dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan 

kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak 

                                                             
 12 Ibid, hlm.14 
 13 Barda Nawawi Arif, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, hlm : 78-

79. 
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hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam 

melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. 14 

 

b. Teori Efektivitas Hukum  

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – 

tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa 

berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti  perspektif 

filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya 

hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, 

berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian 

teori Stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – 

cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze  Ven  Bergen).    

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul 

“Effectiveness of Legal Sanction” di muat dalam Wisconsun Law Review 

Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai 

hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah 

sanksi–sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. 

Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam  

Otje Salman,  sebagai salah satu tokoh dari aliran Sociological 

Jurisprudence,  pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum 

bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu 

pembentukan hukum.15  

                                                             
 14 Ibid 
 15 Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 135.  
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Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori 

aksi (action theory). Teori  aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian 

di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aski perilaku adalah hasil 

suatu  keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya The 

Structure of Social Action.Person  mengemukkan karakteristik tindakan 

sosial (Social action)  sebagai berikut :   

a) Adanya individu sebagai aktor  

b) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan  

c) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan  

d) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional 

yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Ken dala tersebut  

berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan 

oleh individu.  

e) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide 

abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan 

tujuan.  

 

Teori aksi dari Max Weher dan Parson,  relevan dengan pendapat 

Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada 

empat faktor yang menyebabkan seseorang berprilaku tertentu yaitu : 

Memperhatikan untung rugi  

a) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa  

b) Sesuai dengan hati nuraninya dan   

c) Ada tekanan – tekanan tertentu.16  

 Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya 

hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan 

penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi 

yang menjadi indikator yaitu.  

                                                             
  16 Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2011, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung. hlm. 78  
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a) Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, 

makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak 

tertentu. Misalnya apabila  A memberikan perintah secara langsung 

kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya   

diterima  dan  di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat 

diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran 

radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di 

dengar oleh beriburibu pendengar yang bertempat di wilayah yang 

sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi 

perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada 

saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam 

masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada 

komunikasi tatap muka  

b) Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, 

semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak 

warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu 

keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan 

tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu 

masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk 

hukum harus dapat  memproyeksikan sarana–sarana yang di perlukan, 

agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar–

benar di patuhi.  

c) Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum 

semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif 

kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila 

kekhususan tersebut di sertai dengan dasar – dasar relevansinya bagi 

golongan – golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini 

juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam 

kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.  

 

 

 Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat  kaitannya 

dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri.  Ide tentang 

kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif 

tertulis yang dapat ketahui dari ajaran – ajaran tentang Rechysgeful atau  

Rechtsbewustzijn,  dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat 

warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut 

merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa 

kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, 

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.  Aspek – aspek ini erat 
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kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama 

dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya 

masyarakat, dan akhirnya berangsur–angsur lenyap manakala suatu bangsa 

kehilangan kepribadian nasionalnya.  

2.  Konsepsional Penelitian 

 Konsepsional penelitianl adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep 

merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih 

diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan 

definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari 

perundang-undangan. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk 

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih 

terfokus. Judul tesis  “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan”, maka definisi 

oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; pemberian 

sanksi, pidana, sanksi pidana, tersangka, narkotika 

a. Kebijakan Penanggulangan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 

pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu 

sebagai usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk 

menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, baik yang bersifat 

preventif maupun represif.17.18  

                                                             
 17 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 12  
 18 Abdussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hlm.15  
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b. Tindak Pidana narkotika adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika yang 

oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu 

melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan 

perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum.19  

c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

d. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 

1).  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau 

aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum 

tersebut20  Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad bahwa penelitian hukum  

                                                             
 19 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,  PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 48.  
  20 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  hlm. 13. 
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empiris (Empirical Law Research) adalah penelitian hukum positif tidak 

tertulis mengenai perilaku (Behavior) anggota masyarakat dalam 

hubungan hidup masyarakat21. Penelitian Empiris ini akan meneliti 

tentang pelaksanaan kebijakan penaggulangan tindak pidana narkotika 

di wilayah hukum Polda Sumsel ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran sutau gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.22 

 

2. Data dan Sumber Data 

 Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua 

jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data  Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan 

yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di 

lapangan yaitu baik dan responden maupun informan.   

b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan yaitu data yang diperoleh lansgung dari sumber 

pertamanya melainkan bersumber dari data–data yang sudah 

terdokumenkan dalam bentuk bahan–bahan hukum.23 Bahan hukum 

                                                             
  21 Ibid, hlm.23 

22 Ibid, hlm 24  
23 Ibid, hlm 24  
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terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder 

yaitu:  

1) Bahan Hukum Primer : adalah hukum Asas dan kaidah hukum. 

Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa :  

a. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP)  

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia  

d. UU No 22 Thn 1997 tentang psikotropika terdapat didalam 

Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang 

pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang 

diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. 

2) Bahan  Hukum  Sekunder  adalah Publikasi Hukum, Internet 

dengan  menyebut  nama  situsnya, Rancangan Undang–undang, 

Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil–hasil penelitian, buku–

buku Hukum (Texs Books) jurnal–jurnal Hukum.  

3) Bahan hukum tersier yaitu ; bahan–bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, 

indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum 

dan ensiklopedia.   

 Adanya data primer dan data sekunder tersebut maka dapat 

menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut 

penanggulangan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah 

hukum. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan  

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu : (1) Anggota 

Ditresnarkotika Polda Sumsel: 1 orang; (3) Penyidik Ditresnarkotika 

Polda Sumsel: 2 orang 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan, yaitu  melakukan pengkajian terhadap data  

skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), 

bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya 

ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan  hukum tersier 

(kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa 

Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pengolah data 

dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai 
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dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud 

meliputi 24:  

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  
b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik 

data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau 

diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya 

data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  
c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut 

kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka 

memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

dianalisis lebih lanjut.  
d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan 

terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah 

interpretasi data. 
 

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan 

dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang 

terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di 

analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam 

pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan 

antara satu  data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk 

memahami makna data dalam situasi sosial, dan  kemudian dilakukan 

penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas 

data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian 

data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di 

lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara 

dekstriptif kualitatif dan sistematis.   

                                                             
 24 Bambang  Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada 

Jakarta,  hlm.. 27-28 
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Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan 

uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik 

interprestasi yaitu  penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini 

penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara 

konprehensif  terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi 

yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus 

didasarkan pada opini hukum. 

Analitis data dipergunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan 

gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). 

Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika 

induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. 

Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar 

kejadian (incidence) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.25 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

    Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang     

 lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, mode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

                                                             
 25Ibid, hlm 68. 



21 

 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian kebijakan 

penangguangan kejahatan, tindak pidana narkotika, sistem 

peradilan pidana, kesadaran hukum, ketaatan hukum. 

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai kebijakan  penanggulangan 

tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera 

Selatan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polda Sumatera Selatan 

BAB  IV  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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